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GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 3
huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah.ur.
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
-a;Lr aana+aalzon para+r''.:rr /-\rlramrrr tchfa-d aic+am

Akuntansi Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Urrciarrg-Ulidaiig iioriror 2 i Tairuu 200 i tcuttrng Otuuoriri
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
/1 .n^L.-- .)a\^1 .^-.^-- l)^--L^L^- t/^1,,^ A.^^ ll-,l^-- 1\T^*^-zvz r L(,l1ra-rr6 r (,r (l rrcu-ranr lr(:Llr-ra ^Las \rr,]uarlts r.rL,l.rlt r

2l Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66e71;

3. Undalg-Undang Nomor .12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
ciengan Unriang-Unciang i\omor IJ Tahun '2o2'2 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundalg-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
580 ii;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
Deberapakaii terakhir ciengan Unciang- Unciang r\omor c)

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Iiegara Repubiik Incionesia i.lomor 6855);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s7l.;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
I aml"roran Npaara Panrrhlilz lrrdnnaeia Nnrnar 6R0r'.l'

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
rengeioiaan Keuangan Daerah llembaran Negara xepubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebiiakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
D----.i-^ar D66a6l^l^^6 Da-d^,r,^-^n u{aa Daaaaaa r-zlIr,

Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

I I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 'l'ahun 20 13
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri....... / 3
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l2U Tahun 2ui8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kiasifikasi, Korieiikasi <ian Nomeni<iatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daeratr (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETEI\ITUAI\I UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan uaerah yang ciapat ciiniiai ciengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penqanggaran, pelaksanaan, penatausahaan, peiaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan....... /4



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

9. Akuntansi adalah proses identilikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
1-^.---^--: ^ .J^.^ -.-^l-.:1- --^l-.:l- ^-^^:r:r, --^.^- r:-^:tir^ ^t^t-A(r1lvElls1, ilL(ll alr-ilLtll ialr, uir.r.t }JI a1r\ Lrri.-Pl ii_ri I i tl' sPcsiiiK Jairg aiPiiiil u_iei.i
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menJrusun dan
menyajikan iaporan keuangan pemerintah.

12. SAP Berbasis Akrual ada-lah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan urnggarai berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

13. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dal praktik spesifik yang dipiiih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman ciaiam menyusun cian menyajikan iaporan keuangan t emerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
aciatan rangkaian sistematik ciari proseciur, penyeienggara, peraiatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah.

16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejaoian atau peristiwa ciaiam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

17. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dal
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

18. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

19. Laporan Realisasi.......5
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19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengal anggarannya
ciaiam satu periocie.

20. Laporan Pembahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

22. Laporan- Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporal yang
menyajikan intormasi mengenai seiuruh kegiatan operasionai keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surpius/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebeiumnya.

23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas cian
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

25. Catatan atas Laporar Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
I DEr l\T^-^^^ l^- T .4L X^l^* r^-^l-^ *^--'-^1.^-^ 

--*^J^inau, ri-i civci i,i(iri urul uqaqur rqrl6Aq

26. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
alggaran / pengguna barang.

27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD aoaiah unsur penunjang UrLlsan Pemerintahan pacia Pemerintarr
Daerah yang meiaksanakan Pengeloiaan Keuangan Daerah.

28. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program.
r1-.^----^  ..--^-^. --^.^- --l-.-:..+-,.- J:^:--1-^. nA ^l^'l^1^ --:^r-^.z,r. i'enggiii-ia nnggar-an J aajiS scrariJLrurJa. \.rts1-t16 d.r rrl ar-r€Lrair PcJcr'uEtr
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

30. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas cian fungsi skru.

31. Tim Anggaran .. .. .. . / 6
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31. Tirn Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adaiah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
aciaiah kepaia SLPKiJ yang mempunyai tugas meiaksanakan pengeioiaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

aA lt-.:.^^ At---.^--: -..-l-L .--i. .^----:-r-l---!ri. ijrj.(iaas riJ\Lirrlairrsr a.lauafr i-lni r pcmcrinlai-rafr peng8-'.ina
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
men5rusun laporan keuangan untuk digabungkal pada entitas pelaporan.

35. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yalg terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntalsi atau entitas pelaporal yzrng menurut ketentuan
peraturan perundang-unciangan waji b menyampaikan iaporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

36. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang diterima oleh Bendahara
Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya dalam Rekening Kas
Umum Daerah atau rekening bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu yang menambah Saldo Anggaran Lebih daiam
periode tahun anggaran yartg bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

37. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
aaaa-l-,^L,-1.,,i+^-,{^l^'.-^;^,1-+^L,,*^-^^^- tr^:-^n-l^r+-nlr-uql@ra lJvt 1vu

tidak perlu dibayar kembali.

38. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah riaerah.

39. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
rt^-r-:^--^^- r\^^-^l- ^l^l^1^ ^^-..^ ---^-:-^^- --^---^-1.. l:l-^--^- l-^-l-^t:"r\r. r. lrrrruraJo-ctlt ,Jd,ELarL a(lcr,'cr.rl i€ulrra P(-rr('rlluaanr Jarr6 Psr rL{ url.,d}cLr lrcr-trl.,drr

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

41. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa ialu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber <iaya yang ciipeiihara karena aiasan sejarah <ian buciaya.

42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daera-h.

A1 lrrl^,i+^ a ^I^I^L l'7
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43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
T-taerah rrano ditanhrlzan alah lrcnala dacrah rrrrfrrlr tnenaTnnrrno aalrrnrh

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

45. Aset lancar adaiah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
beias) bulan sejak tanggai peiaporan.

46. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset
Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan pemerintah atau vang digunakan masyarakat umum.

47. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

48. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

49. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

50. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

51. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang
artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan.

52. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian/ atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

.:l^'l- .^-.^.-.lL ^l^l^l- +^1-^:-^- -:l^: .^i,.+^-- --^--JJ. i cIrJ1s111d,1r PrUL.trrB Lt(ra LEI LA,BlIl CttlCtlCul Ld,^OlIarr rllran PrLrLarrB ]anrB
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan / atau korporasi dan/atau entitas lain.

54. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
piutang oapat dipertahankan sesuai ctengan net realizabie value-nya.

55. Penghapusan tagihan....... / 8
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55. Penghapusan tagihan piutang adalah penghapusan piutang berdasarkan
berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan
hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

56. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk
membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga
menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

57. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijuai dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

58. Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya
hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Keda Perangkat
Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD
dengan PPKD

59. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

60. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan.

61. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen.

62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oieh masyarakat umum.

63. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
ni-lai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

64. Nilai Tercatat Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya
perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

65. Penl'usutan adaiah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusulkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

66. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir
masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

67. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan.

68. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan malsud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

69. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, dan selumh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signilikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

70. Gedungdan......./9
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70. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

71. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang
oibangun oieh pemerintah serta oimiiiki cian/atau ciii<uasai oieh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

72. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

73. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukal dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

74. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
clan ticlak mempunyai wujuci tisix serta ciimiiiki untuk ciigunakan daiam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

75. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 1alu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

76. Kewajiban Jalgka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan
dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

77. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah
yang waxtu jatuh temponya iebih oari t 2 buian sejak tanggal peiaporan

78. Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Utang PPK
adalah utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti Paiak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

79. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan
kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang
jangka pendek yang arrtara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara,
" +^-- :^- ^l-^ *^-i^*^.'^- ^ k--'-^',+aaa'lr r^- a-nari rr+^- - ^hl;d--ivur uHu r rav6ur q,

utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang
lainnya.

80. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka
panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan
jatuh tempo cian oiharapkan akan ciibayar ciaiam waktu t2 lciua beiasl
bulan setelah tanggal neraca.

81. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena
adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca
seluruh atau sebagian barang/iasa belum diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak lain.

82. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

. selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

83. Pendapatan-LRA......./ 10
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83. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran trbih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daera-l- .

84. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
6^rl- r ^L:1^ -,J^',t-t - --tl^ -.-.^- t-^-^^^t .,^..:o\_r. \-rcu!lu .1r rBBd.-r d.rr Lcvllr aLrcr.lcrlr BurlB,BurrBall lcrl\lu Ja.rrB rrcr asd.r u.d.r. r

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

86. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan cian pengeiuaran pembiayaan cialam APuD seiama satu
periode pelaporan.

87. Surplus/ defi sit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama satu periode pelaporan.

^^I: 
T\^^-^L /nAn\ I rrA ^l^1^1- -^-.1^-^.^- --^-- l:-^-^I^l-

oo. rclrLraPaLarl nsll udcL<7!L \Er1!,/l - lrl\ft d.Ltcrl€t.t1 Psrri-raPalall JarlB urPt-l(rrurr

Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan
kemandirian daerah.

89. Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

90. Belanja adalah semua pengeluaral dari Rekening Kas Umum Daerah dal/
atau Benciahara Pengeiuaran yang mengurangi Saicio nnggaran t-ebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

91. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksud untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

92. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
n^^-^L /DI/t TT-tt ^-+^-^ l^:- 1---^-^l ,.1^-.i -^-^-.i-^^- -:-i^-^- a--i'.-I--ii(i-i dii ti\i\v ji, vo r Plrrvr !aa44r yaarJura4r,

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga,
penjualan investasi pefinanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

93. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
l-laerah (RKUiJ) an tara iain pemberian pinjaman kepacia pihak ketiga,
penyertaan modal pemerinta-h, pembayaran kembali pokok pinjaman
dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
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